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Abstrak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
22/PUU-XV/2017 tentang perubahan pasal 7 ayat (1) pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menetapkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah
sama 19 tahun. Terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada
Pengadilan Agama tidak semua permohonan diterima namun terdapat pula
permohonan yang ditolak. Hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk dapat
mendahulukan maslahah kepada pihak pemohon, serta untuk memberikan
pertimbangan terbaik diantara keduanygh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

pasal 7 ayat (1), yang dijadik dapat dikategorikan relevan

bagaimana proses 3 ’ r J or 16 Tahun 2019,
bagaimana pertig '- yhe ¥ 5peQ abdan bagaimana
relevansi perubal B Jan.e Adng B 2K omor 16 Tahun
2019 dalam pet g 81 zigild s i nikah. Teknik

pengumpulan dat¥ akantdgn e 3 . fawancara), serta

Undang Nomor 1 Tahun” 1974 nicrs e -Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah tidak selalu mengabulkan
dan menolak namun kembali mempertimbangkan untuk mendapat pertimbangan
terbaik bagi pemohon. Serta relevansi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 terhadap pertimbangan hakim atas pemberian dispensasi nikah dapat

dikatakan belum sepenuhnya revelan. .
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Relevansi



Abstract

Based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of
Indonesia Number 22 / PUU-XV / 2017 concerning the amendment of Article 7
paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 which
stipulates that the age limit of marriage between men and women is the same 19
years. Not all applications were accepted for marriage dispensation before the
Religious Courts, but some were rejected. This becomes the Judge's consideration
to be able to prioritize the maslahah to the applicant, as well as to provide the best
judgment between the two. Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1), which
is used as a reference, can be categorizgd as relevant to the current condition of

society. Discusses the formulagie as follows, how is the flow

marriage dispensptioh 3 g ] G out by means of

interviews (inte et SIEICECH 110 (S S lysis techniques.

The results § by researchers, the

amendment of this umber 1 of 1974 to
Law Number 16 of 20 arriage dispensation
do not always grant
consideration. As well as’the releVa aw Number 16 of 2019 regarding
the judges' considerations regarding the granting of marriage dispensation can be

said that it is not yet fully relevant.
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